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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan 

kajian tentang kesemalatan transportasi jalan di Kabupaten Klaten. 

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK 

banyak yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait namun 

ada beberapa program dari pilar dalam RUNK yang belum 

terlaksana ataupun belum terlaksana secara maksimal karena 

belum tahun dan paham mengenai prosedur pelaksanaan. 

Berdasarkan hasil invertarisasi program – program didalam 

pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 

tahun 2022 dengan jangka waktu 2021 – 2040 mencapai: 

Pilar-1 sebesar 50,64%, Pilar-2 sebesar 61,85%, Pilar-3 

sebesar 55,68%, Pilar-4 sebesar 91,50%, dan Pilar-5 sebesar 

93,40%. 

2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode 

penentuan DRK dan prankingan DRK tiap status jalan dari 150 

ruas jalan yang merupakan blacklink tertinggi dari setiap stats 

jalan abupaten / kota yaitu jalan Pedan – Karangdowo, 

Prambanan – Manisrenggo, Bayat – Wedi dan Pedan – Cawas 

selanjutnya analisis lebih lanjut mengenai perencanaan 

perbaikan telah dibahas pada Bab V. 

3. Profil kecelakaan di Kabupaten Klaten terdiri dari: 

a. Kecelakaan berdasarkan Faktor perilaku berkendara 

kecelakaan tertinggi yaitu faktor yang belum diketahui 

dengan jumlah 2582 dari tahun 2017 – 2021. 

b. Kecelakaan berdasarkan Kondisi Fisik Penggendara 

tertinggi yaitu pada kondisi fisik pengendara lainnya 

dengan jumlah 3561 dari tahun 2017 – 2021. 
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c. Kecelakaan berdasarkan kondisi jalan tertinggi yaitu 

yaitu pada kondisi jalan lainnya dengan jumlah 4454 

dari tahun 2017- 2021. 

d. Kecelakaan berdasarkan kondisi alam tertinggi yaitu 

pada kondisi alam lainnya dengan jumlah 4650 dari 

tahun 2017 – 2021. 

e. Kecelakaan berdasarkan kondisi kendaraan tertinggi 

yaitu pada kondisi kendaraan lainnya dengan jumlah 

7734 dari tahun 2017 – 2021. 

f. Kecelaakaan berdasrkan kendaraan yang terlibat 

tertinggi yaitu pada kendaraan sepeda montor dengan 

jumlah 6294 dari tahun 2017 – 2021. 

g. Kecelakaan berdasarkan usia yang terlibat kecelakaan 

tertinggi yaitu pada usia 16 – 30 tahun dengan jumlah 

3498 dari tahun 2017 – 2021. 

h. Kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian kecelakaan 

yaitu pada lokasi kejadian kecelakaan di perumahaan 

dengan jumlah 4803 dari taun 2017 – 2021. 

4. Berdasarkan hasil analis dengan menggunakan 4 metode 

penentuan DRK    dan prankingan DRK tiap status jaln dari 

150 ruas jalan di kabupaten klaten terdapat ststioner yang 

merupakan blacklink tertinggi dari setiap status jalan yaitu 

jalan Pedan – Karangdowo, Prambanan – Manisrenggo, Bayat 

– Wedi dan Pedan – Cawas yang merupakan jalan kabupaten. 

5. Berdasarkan hasil analisis DRK, rekomendasi yang diharapkan 

yaitu: 

a. Usulan Penanganan Jalan DPU Pedan - Karangdowo 

• Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas 

yang ada di jalan tersebut; 

• Pengecatan kembali marka jalan yang pudar; 

• Memangkas ranting pohon yang menutupi rambu lalu 

lintas; 

• Mengaspal kembali jalan yang berlubang. 
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b. Usulan Penanganan Jalan DPU Prambanan- Manisrenggo 

• Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas 

yang ada di jalan tersebut; 

• Pengecatan kembali marka jalan yang pudar; 

• Memindahkan rambu lalu lintas yang tertutup tiang 

listrik; 

• Memangkas ranting pohon uang menutupi rambu 

lalu lintas; 

• Melakukan pelebaran ruang manfaat jalan atau 

badan jalan agar jalan tersebut tidak terlalu sempit 

saat dilalui oleh kendaraan. 

c. Usulan Penangan Jalan Bayat - Wedi 

• Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas 

yang ada di jalan tersebut; 

• Pengecatan kembali marka jalan yang pudar; 

• Pemasangan penerangan jalan yang masih kurang; 

• Melepas iklan yang ada pada tiang rambu; 

• Mengganti warning light yang sudah mati; 

• Mengaspal kembali karena struktur jalan tidak rata; 

• Melakukan pelebaran ruang manfaat jalan atau 

badan jalan agar jalan tersebut tidak terlalu sempit 

saat dilalui oleh kendaraan. 

d. Usulan Penanganann Jalan DPU Pedan - Cawas 

• Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas 

yang ada di jalan tersebut. 

• Memasang rambu batas kecepatan 30 km/jam pada 

awal jalan dan pada akhir jalan; 

• Pengecatan kembali marka jalan yang pudar. 

e. Usulan Penanganan Jalan Kartosuro – Batas Klaten 

• Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas 

yang ada di jalan tersebut; 

• Pengecatan kembali marka jalan dan zebra cross 

yang pudar; 

• Mengaspal jalan yang retak dan berlubang; 
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• Mengganti atau memperbaiki warning light yang 

mati; 

• Memangkas ranting pohon yang menutupi rambu lalu 

lintas; 

VI.2 Saran 

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di 

Kabupaten Klaten diantaranya yaitu: 

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai 

instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 pilar 

keselamatan lalu lintas agar tiap-tiap stakeholder saling 

berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawab 

guna meningkatkan program-program keselamatan agar 

target RUNK dapat tercapai. 

2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program-program RUNK 

yang belum terlaksana serta mengoptimalkan program RUNK 

yang telah terlaksana. 

3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau 

kegiatan kinerja RUNK yang nantinya akan menjadi acuan 

untuk membentuk peningkatan program-program 

keselamatan yang dinilai masih belum optimal. 

4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan 

kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, serta 

bahaya sisi jalan dan koordinas terpadu oleh 5 stakeholder 

pilar keselamatan dalam penanganan lokasi rawan 

kecelakaan. 

5. Perlu adanya penilaian secara kualitatif terhadap pencapaian 

indikator RUNK yang lebih spesifik. 

6. Pada Pilar 1 perlu adanya peningkatan forum LLAJ. 

7. Pada Pilar 3 perlu adanya operasi laik jalan untuk menindak 

kendaraan yang tidak mempunyai izin trayek. 

8. Pada Pilar 5 perlu adanya memperluas jejaring yang 

difungsikan 24 jam dalam menghadapi momen tertentu 
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seperti lebaran idul fitri, lebaran idul adha serta libur natal dan 

liburan akhir tahun. 

9. Rekomendasi penanganan pada daerah rawan kecelakaan 

yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan oleh 

stakeholder pilar keselamatan guna mengurangi fatalitas 

kecelakaan dan menghilangkan daerah rawan kecelakaan. 

10. Perlu adanya sosialisasi keselamatan lalu lintas agar angka 

kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas menurun. 

11. Perlu adanya evaluasi terhadap kebutuhan prasarana jalan 

khususnya perlengkapan jalan dan penambahan atau 

pengurangan dan fasilitas keselamatan jalan lalu lintas 

dengan ukuran dan posisi yang benar sehingga tujuan 

diadakannya bisa tercapai yaitu untuk mengurangi nilai 

kecelakaan.
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